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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal guna memudahkan pemahaman tentang judul 

skripsi ini agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kekeliruan, maka 

penulis akan menguraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam 

judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul Analisis Hukum Islam tentang Ahli 

Waris Pengganti (Studi Komparasi di Indonesia dan Pakistan). 

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut: 

Analisis adalah sebuah usaha penyelidikan, penjabaran, hingga 

pemecahan suatu masalah, analisis juga dipakai dalam semua ranah 

kehidupan hingga yang paling ilmiah sekalipun guna memperoleh 

pemahaman yang tepat akan suatu masalah maka perlu dilakukannya 

sebuah analisis, yaitu proses dimana penguraian suatu pokok atas berbagai 

bagian itu untuk memperolehpengertian yang tepat dan pemahaman arti 

secara keseluruhan.
1
 

                                                           
1
Nugroho Eko, Dibalik Sejarah Pereokonomian Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka,2002), 65. 
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Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari Al-Qur’an dan 

As-sunnah dan menjadi bagian dari hukum Islam.
2
 Hukum Islam berarti 

seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah rasul tentang 

tingkah laku manusia atau mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan 

mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Hal ini dapat dipahami 

bahwa hukum Islam mencakup hukum syari’ah dan hukum fikih karena 

arti syara’ dan arti fikih terkandung didalamnya.
3
 

Ahli waris pengganti di Indonesia adalah Masyarakat muslim yang 

mendiami negara Republik Indonesia menyelesaikan kedudukan ahli waris 

pengganti berdasarkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam melalui 

Instruksi Presiden tanggal 10 Juni 1991. Mewarisidengan cara tidak 

langsung atau mewaris karena penggantian (plaatsvervulling) pada 

dasarnya yaitu menggantikan kedudukan ahli waris yang telah lebih dulu 

meninggal dari pewaris diatur dalam Pasal 841 s/d 848 KUHPerdata. Ahli 

waris pengganti dalam KUHPerdata menduduki kedudukan orang tuanya 

secara mutlak, artinya, segala hak dan kewajiban orang tuanya yang 

berkenaan dengan warisan beralih kepadanya.
4
 

Ahli Waris Pengganti di Pakistan adalah Masyarakat muslim yang 

mendiami Pakistan dan menyelesaikan kedudukan ahli waris yang orang 

tuanya meninggal lebih dahulu dari pewarisnya dalam pasal 4 Ordinance 

                                                           
2
Muhammad Daud Ali, Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam 

di Indonesia), (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2001), 37. 
3
Mardani, Hukum Islam (Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam Di Indonesia), 

Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 9. 
4
https://kbbi.web.id/waris.html. (17 Februari 2021) 

https://kbbi.web.id/waris.html.%20(17
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Muslim Family Laws Pakistan Tahun 1961. Dalam Pasal 4 menetapkan 

bahwa anak laki-laki dan anak perempuan yang meninggal lebih dahulu 

dari pewarisnya sebelum diadakan pembagian harta warisan, maka cucu-

cucu dari anak lelaki dan anak perempuan yang meninggal itu mendapat 

bagian dari bapaknya masing-masing, seolah-olah bapak atau ibu mereka 

masih hidup (succession by tripes).
5
 

Berdasarkan penegasan judul diatas, saya tertarik untuk mengetahui 

bagaimana komparasi atau perbandingan ahli waris pengganti di Indonesia dan 

Pakistan. Oleh karena itu, penyusun tuangkan dalam sebuah judul “Analisis 

Hukum Islam Tentang Ahli Waris Pengganti (Studi Komparasi di Indonesia 

dan Pakistan)”. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Hukum kewarisan Islam adalah seperangkat ketentuan yang mengatur 

cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada 

orang yang masih hidup.Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum 

kekeluargaan yang memegang peranan penting, bahkan menentukan dan 

mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. 

Ahli waris pengganti (Mawali) ialah ahli waris yang menggantikan 

seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh 

orang  yang digantikan itu. Sebabnya ialah karena orang yang digantikan itu 

adalah orang yang seharusnya menerima warisan kalau dia masih hidup, tetapi 

                                                           
5
Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2005), 133. 
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dalam kasus bersangkutan dia  telah meninggal lebih dahulu dari si pewaris. 

Orang yang digantikan ini hendaknya merupakan penghubung antara dia yang 

menggantikan ini dengan pewaris yang meninggalkan harta peninggalan. 

Mereka yang menjadi ahli waris pengganti (Mawali) ini ialah keturunan anak 

pewaris, keturunan saudara pewaris atau keturunan orang yang mengadakan 

semacam perjanjian mewaris (bentuknya dapat berupa wasiat dengan si 

pewaris). Dan ahli waris pengganti yaitu orang yang sejak semula bukan ahli 

waris dan menerima warisan dalam status sebagai ahli waris. 

Ahli waris pengganti dalam Hukum Waris Perdata dikenal dengan istilah 

penggantian tempat yang dalam bahasa Belanda Plaatsvervulling. Hal ini 

diatur dalam Pasal 854 s/d 857 dihubungkan dengan Pasal 860 dan Pasal 866. 

Penggantian memberi hak kepada orang yang menggantikan untuk bertindak 

sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang 

digantikannya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 841 KUHPerdata 

umpamanya: seorang cucu yang menggantikan orangtuanya yang sudah 

meninggal lebih dahulu selaku anak dari pewaris berhak atas semua hak itu.
6
 

Di Indonesia mengenai ahli waris pengganti terdapat dalam pasal 185 

Kompilasi Hukum Islam, sedangkan di Pakistan pada pasal 4 Ordonansi 

Pakistan tahun 1961. 

                                                           
6
Abdul Qodir Zaelani, “Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Plattsvervulling) dalam 

Kompilasi Hukum Islam dan Pemecahannya,”ADHKI:Journal of Islamic Family 

Law, vol. 2 no.1 (2020): 91-105, https://doi.org/10.37876/adhki.V2i1.32. 
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Dalam Kompilasi Hukum Islam juga terdapat ketentuan yang terkait 

dengan masyarakat majemuk diantaranya ketentuan pasal 185 tentang ahli 

waris pengganti atau “penggantian ahli waris”. 

Pasal 185 KHI: 

(1) Ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pada si pewaris 

maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali 

mereka yang tersebut dalam pasal 173.  

(2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian 

ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. 

Ketentuan-ketentuan itu menjadi menarik oleh karena merupakan gagasan 

baru yang dituangkan menjadi kaidah hukum yang mengacu kepada 

kemaslahatan. 

Seorang anak atau lebih dari seorang, baik laki-laki maupun perempuan 

yang menggantikan kedudukan orangtuanya sebagai ahli waris, pewarisnya 

ditentukan dalam garis hukum Al-Qur’an surah An-Nisā’ (4) ayat 33, garis 

hukum tersebut mengatur ahli waris pengganti (Mawali) bagi harta warisan 

ibu bapak, bagi harta warisan keluarga dekat, dan bagi harta warisan tolan 

seperjanjian. 

Dalam firman Allah SWT., Surat An-Nisā’ (4) ayat 33:  

نكُُمۡ فَ وَلِكُل ّٖ جَعَ  لِداَنِ وَٱلۡۡقَۡرَبوُنََۚ وَٱلَّذِينَ عَقَدتَۡ أيَۡمََٰ ا ترََكَ ٱلۡوََٰ لِيَ مِمَّ َ اَانَ عَلَ َٰ اُل ِ   لۡنَا مَوََٰ اتوُمُمۡ صَيَِهَمُمَۡۚ نِنَّ ٱََّّ

 شَيۡءّٖ شَمَِداً 
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“Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah 

menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang 

tuanya dan karib kerabatnya.Dan orang-orang yang kamu telah 

bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka 

bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu”. (Q.S An-

Nisā’(4): 33). 

Dan untuk bagian masing-masing ahli waris pengganti itu merujuk kepada 

ketentuan Al-Qur’an Surah An-Nisā’ (4) ayat 11 dan 12: 

نِ فَلمَُنَّ  َۡ َ نَِۚ فَإنِ اُنَّ صسَِاءٓٗ فوَۡقَ ٱثۡنتَ َۡ دِاُمۡۖۡ لِلذَّاَرِ مِثۡلُ حَظ ِ ٱلۡۡصُثَََ
ُ فِيٓ أوَۡلََٰ حِدةَٗ  ثلُُ يوُصَِكُمُٱََّّ ثاَ مَا ترََكَۖۡ وَنِن اَاصَتۡ وََٰ

ا ترََكَ نِن اَانَ لَهُۥ وَلَد َۚ فَإنِ لَّمۡ يكَُ  نۡمُمَا ٱلسُّدسُُ مِمَّ حِدّٖ م ِ هِ فَلمََا ٱلن ِيۡفَُۚ وَلِۡبَوََيۡهِ لِكُل ِ وََٰ ن لَّهُۥ وَلَد  وَوَرِثهَُٓۥ أبَوََاهُ فلَِِمُ ِ

 فَإنِ اَانَ لهَُٓۥ نِخۡوَة  
هِ ٱلسُّدسَُُۚ مِنۢ بعَۡدِ وَصََِّةّٖ يوُصِي بِمَآ أوَۡ ديَۡن ٍۗ ءَابَاؤُٓاُمۡ وَأبَۡنَاؤُٓاُمۡ لََ تدَۡرُونَ أيَُّمُمۡ ٱلثُّلثَُُۚ  فلَِِمُ ِ

َ اَانَ عَلَِمًا حَكَِمٗا  ٍِۗ نِنَّ ٱََّّ نَ ٱََّّ  أقَۡرَبُ لكَُمۡ صفَۡعٗاَۚ فَرِيضَةٗ م ِ

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian 

warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama 

dengan bagian dua orang anak perempuan.  Dan jika anak itu semuanya 

perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua 

pertiga dari harta yang ditinggalkan.Jika dia (anak perempuan) itu 

seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). 

Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta 

yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak.Jika dia 

(yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-

bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga.Jika dia (yang 

meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 

seperenam.(Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) 

wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya.(Tentang) 

orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara 

mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu.Ini adalah ketetapan Allah. 

Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”.(Q.S An-Nisā’(4): 

11). 

بعُُ مِمَّ  جُكُمۡ نِن لَّمۡ يكَُن لَّمُنَّ وَلدَ َۚ فَإنِ اَانَ لمَُنَّ وَلَد  فَلكَُمُ ٱلرُّ ا ترََاۡنََۚ مِنۢ بعَۡدِ وَصََِّةّٖ ۞وَلكَُمۡ صِيۡفُ مَا ترََكَ أزَۡوََٰ

ا ترََاۡتمُۡ نِن لَّمۡ يكَُن  بعُُ مِمَّ نۢ بعَۡدِ يوُصَِنَ بمَِآ أوَۡ ديَۡنَّٖۚ وَلمَُنَّ ٱلرُّ ا ترََاۡتمَُۚ م ِ لَّكُمۡ وَلَد َۚ فَإنِ اَانَ لكَُمۡ وَلَد  فلَمَُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّ

لَةً أوَِ ٱمۡرَأةَ  وَلَهُٓۥ أخٌَ أوَۡ أخُۡت  فَلِكُل ِ  ٍۗ وَنِن اَانَ رَجُل  يوُرَثُ اَلََٰ نۡمُمَا ٱلسُّدسَُُۚ فَإنِ وَصََِّةّٖ توُصُونَ بمَِآ أوَۡ ديَۡنّٖ حِدّٖ م ِ  وََٰ
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رَ مُضَآ  َۡ لِكَ فَمُمۡ شُرَاَاءُٓ فِي ٱلثُّلثَُِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصََِّةّٖ يوُصَ َٰ بِمَآ أوَۡ ديَۡن  غَ ُ اَاصوُٓاْ أاَۡثرََ مِن ذََٰ ٍِۗ وَٱََّّ نَ ٱََّّ َۚ وَصََِّةٗ م ِ ر ّٖ

 عَلَِمٌ حَلَِم  

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang 

ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak.Jika 

mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 

seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat 

yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya.Para istri 

memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak 

mempunyai anak.Jika kamu mempunyai anak, maka para istri 

memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah 

dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-

utangmu.Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan 

yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi 

mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara 

perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara 

itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari 

seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, 

setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) 

utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah 

ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.” (Q.S An-

Nisā’(4): 12). 

Ahli waris pengganti di Pakistan berkaitan dengan masalah hak cucu 

yatim piatu untuk warisan memberikan solusi yang unik yang aturannya 

sangat berbeda dari doktrin wasiat wajibah yang diperkenalkan di Mesir, 

Syiria, Tunisia dan Maroko untuk tujuan yang sama. Pasal 4 dari 

Ordonansi (The Muslim Family Law Ordinance 1961) mengatur, bahwa 

dalam hal kematian setiap putra atau putri dari pewaris sebelum pembagian 

warisan, anak-anak (cucu) dari putra putri tersebut akan menerima bagian 

setara saham yang akan diterima oleh putra atau putri pewaris jika 

merekahidup. 
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Dilihat dari bentuk pembaruan yang terjadi di Pakistan dan Indonesia, 

kedua negara tersebut menggunakan metode ektra-doctrinal murni, dimana 

posisi cucu yatim ditempatkan pada lembaga ‘representasi’ (penggantian ahli 

waris) yang tidak pernah dikenal di mazhab manapun di dunia Islam. Cucu 

dari anak laki-laki dan cucu dari anak perempuan yang orang tuanya 

meninggal lebih dahulu atau bersama-sama dengan pewaris diberikan bagian 

yang sama dengan bagian orang tuanya jika mereka hidup, tanpa dibatasi 

maksimal sepertiga harta peninggalan. Ketentuan tersebut sangat bertentangan 

dengan Mazhab yangdiakuidinegaraPakistanyakni, MazhabHanafi maupun 

Mazhab mayoritas muslim Indonesia yakni, Mazhab Syafi’i. Selain itu, 

ketentuan waris pengganti yang berlaku di Indonesia berlaku untuk anak 

angkat dan orang tua angkat berbeda dengan ketentuan waris pengganti di 

negara-negara Islam lainnya.
7
 

Reformasi hukum mengenai status cucu juga terjadi di Pakistan pada tahun 

1961 dengan diundangkannya Ordonansi Hukum Keluarga Islam. Akan tetapi, 

aturan hukum Pakistan berbeda dengan solusi melalui wasiat wajibah yang 

diterapkan di Mesir, Syiria, Tunisia dan Maroko. Hukum Pakistan mengadopsi 

konsep ahli waris pengganti dengan meletakkan status cucu di tempat orang 

tuanya secara langsung.  

Pada bagian 4 Ordonansi Pakistan menyatakan, bahwa cucu menggantikan 

orang tuanya yang telah meninggal terlebih dahulu dibandingkan dengan 

                                                           
7
Sri Hidayati, “Ketentuan Wasiat Wajibah di Pelbagai Negara Muslim 

Kontemporer,”AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah, 12, no.1 (2012): 81-90, 

http://journal.uinjkt.ac.id./index.php/ahkam/article/v/12i1.982. 
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kakeknya. Oleh karena itu, bagian cucu sama dengan bagian yang seharusnya 

diterima oleh orang tuanya. Ketentuan seperti di Pakistan juga diterapkan di 

Indonesia dan dikenal dengan ahli waris pengganti (plaatvervuling). Dengan 

demikian, terdapat dua cara kewarisan cucu yatim, yaitu Pertama, dengan 

wasiat wajibah, baik kepada semua cucu tanpa melihat jenis kelamin seperti 

yang terjadi di Mesir, dan wasiat wajibah hanya kepada cucu laki-laki saja 

seperti yang di Syiria, kedua dengan cara ahli waris pengganti seperti aturan di 

Pakistan dan Indonesia. Kedua cara pembagian waris untuk cucu yatim 

tersebut dimaksudkan untuk memperhatikan hak kebendaan bagi generasi 

selanjutnya yang menjadi penerus keluarga dalam sistem keluarga inti. 

Ketentuan Ordonansi Pakistan ini merupakan suatu sistem yang jelas 

dapat ditemukan dasarnya dalam sumber-sumber fiqh 

tradisional.Ketentuan semacam ini tidak dijumpai didalam fiqh empat 

madzhab, tetapi merupakan adopsi dari hukum waris Islam Pakistan. 

Dimana ahli waris pengganti itu hanyalah cucu saja. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, saya tertarik untuk 

mengetahui lebih lanjut bagaimana kedudukan ahli waris pengganti di 

Indonesia dan kedudukan ahli waris pengganti di Pakistan, dan apa saja 

perbedaan serta persamaan kedudukan ahli waris pengganti dari kedua 

Negara tersebut. Oleh karena itu, penyusun tuangkan dalam sebuah judul 

“Analisis Hukum Islam Tentang Ahli Waris Pengganti di Indonesia dan 

Pakistan (Studi Komparasi di Indonesia dan Pakistan)”. 
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C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian  

Untuk menghindari meluasnya permasalahan-permasalahan yang ada, 

maka peneliti memberikan fokus penelitian yaitu membahas tentang 

Komparasi Ahli Waris Pengganti di Indonesia Dengan Pakistan. Adapun sub 

fokus dalam penelitian ini yakni: (1) Kedudukan ahli waris pengganti di 

Indonesia, (2) Kedudukan ahli waris pengganti di Pakistan, dan (3) Perbedaan 

serta persamaan kedudukan ahli waris pengganti di Indonesia dan Pakistan. 

D. Rumusan Masalah:  

1. Bagaimana kedudukan ahli waris pengganti di Indonesia ? 

2. Bagaimana kedudukan ahli waris Pengganti di Pakistan ? 

3. Apa perbedaan dan persamaan kedudukan ahli waris pengganti di 

Indonesia dan Pakistan ? 

 

E. Tujuan Penelitian: 

1. Untuk memahami kedudukanahli waris pengganti di Indonesia. 

2. Untuk memahamikedudukan ahli waris pengganti di Pakistan. 

3. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan kedudukan antara ahli 

waris pengganti di Indonesia dan Pakistan. 
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F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dalam penelitian ini ialah sebagai berikut: 

a. Untuk memberikan informasi dan wawasan pemikiran khususnya 

bagi akademisi dan umumnya bagi masyarakat dalam 

pengembangan ilmu Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah tentang konsep 

bagaimana komparasi atau perbandingan hukum ahli waris 

pengganti di berbagai negara muslim khususnya Indonesia dan 

Pakistan. 

b. Untuk menambah khazanah pengetahuan bagi peneliti sendiri dan 

bagi para pembaca atau siapa saja yang nantinya membaca skripsi 

ini. Selain itu, untuk memenuhi tugas akademik yaitu untuk 

melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum 

pada Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung. 

  Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan  (Studi Pustaka) 

1. M. Atho Mudzhar dengan judul“Hukum Keluarga di Pakistan (antara 

Islamisasi dan tekanan adat), ”Fakultas syariah dan hukum UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta (2014). Jurnal ini menjelaskan tentang 

menguraikan bagaimana Islamisasi hukum keluarga dilakukan di 

Pakistan yang meliputi persoalan batas minimal umur kawin, 

pencatatan perkawinan, pembatasan nilai mahar, proses perceraian, 

poligami, hak nafkah isteri, dan warisan. Selanjutnya dilakukan 
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perbandingan secara vertikal dengan kitab-kitab fikih dan secara 

horizontal dengan negara lain, khususnya Indonesia. Setelah Pakistan 

merdeka pada tahun 1947 dan menegaskan dirinya sebagai Negara 

Islam, Islamisasi hukum keluarga diatur dalam Muslim Family Law 

Ordinance (MFLO) tahun 1961 yang diterbitkan pada pemerintahan 

Presiden Ziaul Haq. Walaupun telah menerapkan konstitusi Islam, 

perdebatan antara kelompok konservatif dan modernis tentang materi 

hukum keluarga tetap terjadi. Sebagian pengaturan hukum keluarga itu 

telah beranjak dari kitab fikih, bahkan memberikan ancaman hukuman 

penjara dan/atau denda atas pelanggarannya, karenanya tidak dapat 

disebut konservatif, meskipun tidak dapat pula dikatakan sekuler 

seperti yang dilakukan Turki dan Tunisia.
8
 

2. Peni Rinda Listyawati, Wa Dazriani dengan judul “Perbandingan 

Hukum Kedudukan Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Hukum 

Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan Menurut KUHPdt”, 

Fakultas Hukum UNISSULA (2015). Dalam penelitian yang 

dilakukan, penulis memperoleh hasil bahwa kedudukan tentang ahli 

waris pengganti dalam kewarisan Islam dirumuskan secara tentatif 

dalam Pasal 185 ayat (1) KHI dan dalam KUHPerdata dirumuskan 

pada Pasal 841-848 KUHPerdata. Perbedaan ahli waris pengganti 

menurut Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan menurut 

KUHPerdata salah satunya adalah hak yang diperoleh ahli waris 

                                                           
8
Muhammad Atho Mudzhar,”Hukum Keluarga di Pakistan (Antara Islamisasi dan 

Tekanan Adat),” Al-‘Adalah, vol 12, no.1 (2014): 11-24, 

https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.165. 
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pengganti itu belum tentu sama dengan hak orang yang digantikan, dan 

juga tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan 

yang diganti, tetapi mungkin berkurang. Menurut hukum kewarisan 

KUHPerdata bagian yang akan diperoleh ahli waris yang 

menggantikan kedudukan ayahnya persis sama dengan bagian yang 

seharusnya diperoleh ayahnya seandainya ayahnya masih hidup dari 

pewaris.
9
 

3. Aang Abdul Aziz dengan judul “Analisis Kritis Hukum Terhadap 

Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Keluarga Islam Di 

Indonesia”, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung (2017). Hasil penelitian ini menjelaskan tentang  Tidak 

disebutkannya ahli waris pengganti dalam Al-Quran secara tersurat 

telah membuka berbagai penafsiran dalam hukum waris Islam. Salah 

satunya adalah pendapat yang dikeluarkan oleh M. Yahya Harahap. 

Pendapat tersebut menyatakan bahwa cucu dapat mengganti posisi 

keahliwarisan orang tuanya yang lebih dahulu meninggal dari kakek 

untuk berhak mendapatkan harta warisan orang tuanya. Hal tersebut 

berbeda dengan penafsiran hukum waris pada umumnya, yang salah 

satunya tertuang dalam ketentuan kewarisan di Mesir, tidak dengan 

memberikan hak waris namun berupa wasiat wajibah. Tulisan ini 

bertujuan untukmengetahui latar belakang pendapat dan istinbath al 

                                                           
9
Listyawati Peni Rinda, Wa Dazriani, “Perbandingan Hukum dan Kedudukan Ahli 

Waris Pengganti Berdasarkan Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan 

Menurut KUHperdata,” Jurnal Pembaruan Hukum ,Vol 2 no.3 (2015): 3-10, 

https://doi.org/10.26532/jph.v2i3.1511. 
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hukmi yang digunakan oleh M. Yahya Harahap dalam menetapkan ahli 

waris pengganti. Dengan metode studi kritik terhadap berbagai bahan 

pustaka, ditemukan bahwa alasan penetapan ahli waris pengganti M. 

Yahya Harahap didasarkan pada hukum adat khususnya daerah 

Tapanuli Selatan, Sumatra Utara, dan dasar hukum yang digunakan 

yaitu ‘Urf serta Istilah (Mashlah Mursalah) sebagai istinbath hukmi.
10

 

4. Abdul Qodir Zaelani dengan judul “Kedudukan Ahli Waris Pengganti 

(Plaatsvervuling) dalam Kompilasi Hukum Islam dan Pemecahannya”, 

Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung (2020). Hasil penelitian 

ini menunjukkan, bahwa dalam menganalisa pembaruan Hukum 

Keluarga Islam di Indonesia melalui analisis perundang-

undangannyang berlaku di Indonesia saat ini. Adanya terobosan unik 

yang termaktub dalam KHI merupakan hal yang nyata perundang-

undangan di Indonesia sangat memperhatikan bahwa adanya hubungan 

erat antara hukum Islam dengan hukum adat. Hukum waris Islam, 

terkhusus ahli waris pengganti dalam perundang-undangan Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) di Indonesia merupakan hal yang unik. 

Berdasarkan analisis yuridis, ditemukan eksistensi ahli waris pengganti 

merupakan pertemuan ekletisisme hukum Islam dan local wisdom. 

                                                           
10

Aang Abdul Aziz, “Analisis Kritis Hukum Terhadap Kedudukan Ahli Waris 

Pengganti Dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia,”Asy-syari'ah,  Vol 19 no.1  

(2017): 1-14, https://doi.org/10.15575/as.v19i1.3506. 
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Maka, dalam penyelesaian persoalan ahli waris bisa menggunakan 

KHI, local wisdom dan putusan hakim (yurisprudensi).
11

 

 

G. Metode Penelitian 

Menurut Ibnu, ia mengatakan bahwa metode penelitian adalah cara untuk 

memperoleh pengetahuan yang benar tentang suatu masalah. Pengetahuan 

yang diperoleh dari penelitian terdiri dari fakta, konsep dan generalisasi serta 

teori yang kemungkinan manusia dapat memahami fenomena dan pemecahan 

masalah yang dihadapi. Fakta merujuk pada kenyataan yang terjadi di 

lapangan atau pun hasil analisis yang bersumber dari kepustakaan. Konsep 

mengacu pada teori yang ada. Generalisasi maksudnya adalah untuk 

memberikan gambaran secara umum atau digunakan untuk yang lain. 

Metode ilmiah adalah cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap 

penemuan, pengesahan dan penjelasan metode penelitian merupakan sub 

bagian perencanaan usulan penelitian. Rencana penelitian harus logis, diikuti 

unsur-unsur yang urut (sistematis), konsisten dan operasional menyangkut 

bagaimana penelitian tersebut akan dijalankan.Metode penelitian merupakan 

bagian yang tak kalah penting dalam suatu penelitian. Untuk melakukan suatu 

penelitian agar lebih sistematis, terarah serta sampai pada tujuan yang 

diinginkan, maka perlu diuraikan beberapa hal di bawah ini:
12

 

                                                           
11

Abdul Qodir Zaelani, “Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervuling) dalam 

Kompilasi Hukum Islam dan Pemecahannya”, ADHKI: Journal of Islamic Law, Vol. 

2, No. 1, (2020): 1, https://doi.org/10.37876/adhki.V2i1.32. 
12

Amirullah Zainal Abidin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2006), 26. 
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1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Menurut tempat pelaksanaannya penelitian ini termasuk penelitian 

kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang bertujuan untuk 

mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-maacam 

material yang terdapat di ruang perpustakaan. Mengingat jenis 

penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka dalam pengumpulan 

data peneliti menggali data-data yang bersumber dari buku-buku, 

artikel, jurnal dan sebagainya.
13

 

b. Sifat Penelitian 

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Metode 

deskriptif analisis ialah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang 

bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara 

sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta 

hubungan antara unsur-unsur yang ada atau pada fenomena tertentu. 

Dalam penelitian ini akan digambarkan bagaimana komparasi atau 

perbandingan ahli waris pengganti di negara Indonesia dan Pakistan. 

2. Sumber Data 

Berdasarkan jenis penelitian tersebut di atas, maka data yang 

digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer 

danbahan hukum sekunder sebagai berikut: 

                                                           
13

S. Nasution, Metode Penelitian Dasar, (Jakarta: Bulan Bintar, 2004), 72. 
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a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yaitu, suatu data yang diperoleh secara 

langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini yang menjadi data 

primer adalahUndang-undang negara Pakistan atau ordonansi Pakistan 

tahun 1961, Buku Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam dan 

Kompilasi Hukum Islam. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu, berbagai macam data yang 

mendukung dan berkaitan dengan judul skripsi, sedangkan sumber 

sekunder yang dipakai dalam skripsi ini adalah data yang dapat 

memberikan informasi atau data pendukung yaitu semua buku, artikel, 

jurnal atau pun karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian menggunakan metode studi 

pustaka (library research), yaitu data yang berasal dari sumber-sumber 

literatur atau data kepustakaan, peneliti melakukan penelaahan terhadap 

buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas, 

yaitu dengan cara membaca, memahami dan menyimpulkan dari berbagai 

buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. 

Studi pustaka yang diterapkan dalam penelitian ini digunakan untuk 

memperoleh data sekunder tentang “Analisis Hukum Islam Tentang Ahli 



18 
 

Waris Pengganti (Studi Komparasi di Indonesia dan Pakistan).” Studi 

pustaka yang dilakukan peneliti juga akan membantu peneliti untuk 

menemukan pendapat para ahli dalam masalah ini. 

4. Metode Pengolahan Data 

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan: 

a. Editing 

Editing merupakan proses pemeriksaan untuk mengetahui apakah 

terdapat kekeliruan-kekeliruan dalam pengisian data mungkin 

kurang lengkap, kurang jelas atau tidak sesuai. Proses 

pengoreksian ini dilakukan untuk mengetahui misalnya mengenai 

dipenuhinya atau tidak instruksi sampling, kelengkapan pengisian, 

keserasian pengisian dan lain sebagainya. 

b. Sistematisasi  

Sistematisasi merupakan upaya penyusunan data yang telah 

dihimpun diurutkan berdasarkan sumber dan jelas data sehingga 

penulisan lebih mudah dimengerti dan dipahami maksudnya. 

5. Analisis Data 

Penelitian ini peneliti menganalisis data dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor metode kualitatif 

adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. 

Metode kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mengemukakan 
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analisis dengan bentuk uraian kata-kata tertulis dan bukan berbentuk 

angka-angka.  

Kesimpulan akhir dalam penelitian ini menggunakan metode 

Komparatif. Komparatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk 

membandingkan dua variabel atau lebih dengan menggunakan analisis 

yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta- fakta yang bersifat 

umum, kemudian diteliti dan hasilnya dapat menjawab persoalan yang 

khusus. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menganalisa data-data yang 

diperoleh dari berbagai literatur yang tersedia di ruang perpustakaan.   

H. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan kemudahan pada pokok pembahasan, maka peneliti 

menyusun ke dalam lima bab sebagai berikut : 

BAB I: Terdapat pendahuluan yang meliputi penegasan judul, alasan memilih 

judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah,rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II: Membahas tentang landasan teori meliputi pengertian warisan, ahli 

waris pengganti dan tinjauan pustaka. 

BAB III: Terdapat objek penelitian meliputi gambaran umum mengenai ahli 

waris pengganti di Indonesia dan Pakistan. 
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BAB IV: Terdapat analisis data penelitian dan temuan penelitian meliputi 

analisis ahli waris pengganti di Indonesia dan Pakistan serta Persamaan 

dan Perbedaan ahli waris pengganti di Indonesia dan Pakistan. 

BAB V: Penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Dari uraian materi di atas dapat diambil simpulan, sebagai berikut: 

1. Kedudukan Ahli Waris Pengganti di Indonesia, Indonesia adalah salah 

satu negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara dan merupakan 

negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki koneksi langsung 

dengan pasar terbesar dunia dengan Selat Malaka sebagai jalur laut 

paling aktif di dunia dan menjadi rute utama pelayaran global. 

Masyarakat adat mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam 

tumbuhnya hukum yang berlaku di Indonesia, terutama terhadap ahli 

waris pengganti di mana ahli waris pengganti berhak mendapatkan 

harta waris dari ayah atau ibunya yang meninggal terlebih dahulu dari 

pewaris.  

2. Kedudukan Ahli Waris Pengganti di Pakistan,ini dijumpai suatu 

perubahan yang radikal dalam sistem kewarisan hukum Islam yang 

berlaku selama ini, baik bagi golongan Sunni maupun Syi’ah, yaitu 

memperkenalkan doktrin refesentasi atau yang biasa dikenal dengan 

wasiat wajibah. Mengenai kewarisan ditetapkan dalam Muslim Laws 

Ordinance 1961, suatu ketentuan mengenai hak waris cucu apabila 

mati anak si pewaris laki-laki atau pun perempuan sebelum pembagian 

harta warisan, maka cucu-cucu pewaris mendapat jumlah warisan 

bagian ayah atau ibunya masing-masing seolah-olah mereka masih 
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hidup. 

3. Perbedaan dan Persamaan Ahli Waris Pengganti di Indonesia dan 

Pakistan, hal ini menunjukkan bahwa: Terdapat beberapa perbedaan 

yang meliputi, Pertama, apabila dilihat dari bentuk pembaharuan 

yang terjadi di Pakistan dan Indonesia, kedua negara tersebut 

menggunakan metode ekstra-doctrinal murni, di mana posisi cucu 

yatim ditempatkan pada lembaga ‘representasi’ (penggantian ahli 

waris) yang tidak pernah dikenal di mazhab manapun di dunia 

Islam. Kedua, yakni perbedaan penggantian ahli waris yang diatur di 

Pakistan dengan yang diatur di Indonesia terletak pada besarnya 

bagian. Di Pakistan, bagian cucu persis sama dengan bagian yang 

diterima orangtuanya jika orangtuanya tersebut masih hidup, 

sedangkan di Indonesia, bagian ahli waris tidak mesti sama dengan 

bagian yang seharusnya diterima orangtua mereka jika masih hidup, 

tetapi tergantung dari bagian ahli waris yang sederajat yang digantikan, 

yakni tidak boleh melebihi bagiannya. Dan Ketiga, yaitu perbandingan 

yang dilihat dari konteks sosio-historis, apabila dilihat dari sejarah 

pembaharuan hukum Islam, maka Indonesia merupakan negara yang 

berada paling belakang mengadakan pembaharuan dalam hukum 

keluarga.  
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B. Rekomendasi 

Adapun rekomendasi yang diajukan ialah: 

1. Kepada peneliti-peneliti selanjutnya, diharapkan untuk mengkaji 

permasalahan-permasalahan dalam hukum waris terutama  mengenai 

ahli waris pengganti, serta untuk menambah khazanah ilmu 

pengetahuan, baik untuk penulis ataupun pembaca. Dan di Indonesia 

dalam pasal 185 KHI alangkah baiknya diterapkan dalam kehidupan 

bermasyarakat. Pembagian ahli waris pengganti ini diterapkan guna 

adanya rasa kemanusiaan dan keadilan antar  sesama.  

2. Masalah sosial dalam masyarakat mempunyai problem atau masalah-

masalah  disegala bidang kehidupan. Masalah sosial yang dihadapi 

masyarakat yang di implementasikan terhadap ajaran dan prilaku 

manusia. Dalam Ordonansi 1961 di Pakistan menjadi sebuah undang-

undang yang bisa membawa masyarakat di Pakistan untuk lebih 

terkoordinir dan teratur dalam mengimplementasikan undang-undang 

tersebut baik dalam hal perkawinan, kewarisan, pembagian harta waris 

cucu dan sebagainya. 
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